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ABSTRAKSI 
 

Kongres Nasional di Madiun pada 17-20 Februari 1923, membicarakan sikap 
politik partai terhadap pemerintah. Suatu hal yang menarik dari kongres ini adalah 
adanya perubahan sikap partai terhadap pemerintah. Perubahan sikap yang dimaksud 
adalah bahwa partai tidak lagi mempercayai pemerintah, oleh karena itu partai akan 
menolak kerjasama dengan pemerintah (politik non-kooperasi) melalui Volksraad. 

Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada awal perjuangannya menggunakan 
cara-cara yang kooperatif terhadap Pemerintahan Kolonial Belanda, tetapi setelah 
langkah tersebut kurang memberikan hasil yang optimal, PSII akhirnya merubah 
haluannya untuk bergerak secara non-kooperatif. Bentuk nyata dari pergerakannya 
yang non-kooperatif, PSII menjalankan kebijakan politiknya yang disebut dengan 
politik hijrah. Politik hijrah ini mulai dijalankan oleh PSII pada tahun 1923. 

Permasalahn yang dikaji dalam skripsi ini yaitu mengapa politik hijrah 
digunakan sebagai haluan perjuangan Partai Sarekat Islam Indonesia dalam 
menentang Pemerintahan Kolonial Belanda. Sesuai dengan materi dalam bahasan 
skripsi ini yang berhubungan dengan masa lalu, maka metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode historis dengan tahapan heuristik, kritik, interpratasi dan 
historiografi. Untuk mengumpulkan bahan dan data bagi keperluan skripsi ini, penulis 
menggunakan teknik studi literatur dan dokumentasi, Sedangkan teori yang 
digunakan adalah teori politik. 

Dijalankannya politik hijrah tersebut dimaksudkan untuk melepaskan diri dari 
segala bentuk pengaruh dan sistem kehidupan kolonial serta memulai menyusun 
segala aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, maupun politik berdasarkan pada 
potensi dan kekuatan diri sendiri. Dengan perkataan lain, pindah dari tatanan atau 
sistem kehidupan yang tadinya berada di bawah pengaruh sistem Kolonial Belanda ke 
kehidupan yang senantiasa selalu berdasarkan pada potensi yang dimiliki sendiri. 

Namun pada perkembangan selanjutnya kebijakan politik hijrah ini menjadi 
sumber polemik ditubuh PSII itu sendiri. Sejarah perjalanan PSII mencatat beberapa 
konflik yang muncul dan bersumber dari pelaksanaan politik hijrah ini. Memasuki 
akhir tahun 1930-an PSII telah mengalami tiga kali perpecahan dan menghasilkan 
tiga partai yang memisahkan diri dari PSII. ketiga partai itu adalah Barisan Penyadar 
PSII pimpinan H. Agus Salim, Partai Islam Indonesia (PII) pimpinan Soekiman, dan 
Komite Pertahanan Kebenaran PSII (KPK-PSII) pimpinan S. M. Kartosuwiryo yang 
masih menggunakan metode hijrah. Selain itu, pelaksanaan politik hijrah tersebut 
telah membangkitkan kembali tuntutan Indonesia berparlemen dan semakin 
memperlebar jarak pemisah antara rakyat Indonesia dengan Pemerintah Kolonial 
Belanda. 
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KATA PENGANTAR 

مبسم ا الله ا لر حمن ا لر حي  

ا شهد ا ن لا اله الا االله . الحمد الله ر ب ا لعا لمين و به نستعين على ا مو ر ا لد نيا و الد ين

اللهم صل و سلم و با ر ك .  عبد ه و ر سو لهاو حد ه لا شر يك له و ا شهد ا ن محمد

.مد و على ا له و اصحا به ا جمعينعلى مح  
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Rasullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kebenaran dari Tuhan, kepada 

keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap 

setiap ajaran yang dibawanya ke dunia ini. Amiin. 

 Penyusunan skripsi ini berjudul “Politik Hijrah Perjuangan Partai Sarekat 

Islam Indonesia dalam Melawan Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1923-1940 

M” ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dan sebagian syarat guna 

memperoleh gelar sarjana Humaniora dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam di 

Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Syukur Alhamdulillah, akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai insan yang penuh keterbatasan, 

penulis sadar bahwa penulisan ini tidak terlepas dari limpahan Allah SWT, bimbingan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Awal abad keduapuluh merupakan abad kebangkitan bagi dunia Timur. 

Jepang memperoleh kemenangan atas Rusia di Fort Arthur pada 1905 M1, di celah 

reruntuhan Turki Utsmani tampillah gerakan Turki Muda, pada 1911 terciptalah 

Republik Tiongkok di bawah pimpinan Sun Yat Sen. Di sekitar Nusantara ini 

berkobar pula gerakan-gerakan nasional, seperti di Philipina. Turki mempunyai 

pengaruh terhadap Indonesia sejak sediakala, karena hubungan keagamaan yang intim 

antara dua negara ini. Revolusi Tiongkok amat berpengaruh terutama terhadap 

gerakan Sarekat Islam. Tan Malaka dan Muhammad Yamin terpengaruh dengan 

gerakan nasional Philipina; dan gerakan swadeshi (bangsa yang mandiri) di India 

diterapkan juga di Indonesia. Demikianlah kejadian-kejadian internasional itu besar 

pengaruhnya terhadap kebangunan bangsa Indonesia, terbukti pada awal abad 

keduapuluh itu juga bermunculan organisasi-organisasi pergerakan Islam dan 

pergerakan lainnya di Indonesia.2

Nasionalisme dalam pengertian politik baru muncul setelah Sarekat Dagang 

Islam (SDI) di bawah pimpinan H. O. S Tjokroaminoto, ia mengubah nama dan sifat 

organisasi serta memperluas ruang geraknya. Sebagai organisasi politik pelopor 

nasionalisme,3 saat itu Tjokrominoto juga memberikan batasan:  

                                                 
1 M. Abdul Karim, Islam Nusantara (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 69. 
2 M. Mansyur Amin, Dinamika Islam: Sejarah Transformasi dan Kebangkitan (Yogyakarta: 

LKPSM, 1995), hlm. 117. 
3 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm. 259 
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Pengertian nasional sebagai usaha meningkatkan seseorang pada tingkat 
natie berjuang menuntut pemerintahan sendiri atau sekurang-kurangnya 
bangsa Indonesia diberi hak untuk mengemukakan suaranya dalam masalah 
politik.4  
 
SI meratakan kesadaran nasional tehadap seluruh lapisan masyarakat, atas, 

tengah, dan rakyat biasa di seluruh persada tanah airnya, terutama melalui kongres 

Nasional Sentral Islam di Bandung pada 1916.5 Asal-usul pertumbuhan gerakan 

politik di kalangan muslim di Indonesia dapat dikatakan identik dengan asal-usul dan 

pertumbuhan Sarekat Islam, terutama duapuluh tahun pertama sejak didirikan. 

Perkembangan Sarekat Islam dapat dibagi dalam empat bagian: periode pertama, 

1911-1916 memberi corak dan bentuk bagi partai, kedua, 1916-1921 dapat dikatakan 

merupakan periode puncak; ketiga, 1921-1927, periode konsolidasi, keempat, 1927-

1942, yang memperlihatkan usaha partai untuk tetap mempertahankan eksistensinya 

di forum politik Indonesia.6

Dalam periode awal perkembangannya SI merupakan suatu “banjir besar”, 

dalam arti bahwa massa dapat dimobilisasi serentak secara besar-besaran, baik dari 

kota-kota maupun daerah pedesaan.7 Sejak empat tahun didirikan keangotaannya 

sudah mencapai 360.000 orang, dan menjelang tahun 1919, keanggotaannya telah 

mencapai hampir dua setengah juta, dan program kebangsaannya yang militan benar-

                                                 
4 Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia 

(Bandung: Mizan, 1996), hlm. 200 
5 Amin, Dinamika, hlm. 119. 
6 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 

114-115. 
7 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari 

Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 107. 
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banar dibuktikan unuk memperoleh kemerdekaan penuh, kalau perlu dengan 

kekerasan.8

Para pendiri Sarekat Islam mendirikan organisasinya tidak semata-mata untuk 

mengadakan perlawanan terhadap orang-orang Cina, tetapi untuk membuat front 

melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumiputra. Ia merupakan reaksi terhadap 

rencana krestenings-politiek (politik peng-kristenan) dari kaum zending,9 berbeda 

dengan Budi Utomo yang merupakan organisasi dari ambtenar-ambtenar pemerintah, 

maka Sarekat Islam berhasil sampai pada lapisan bawah masyarakat, yaitu lapisan 

yang sejak berabad-abad hampir tidak mengalami perubahan dan paling banyak 

menderita. 

Sehubungan dengan itu pemerintah kolonial sangat khawatir kalau-kalau 

pertumbuhan SI akan berjalan cepat dan menjadi ancaman terhadap Belanda. Oleh 

karena itu, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk mematahkan gerakan nasional 

yang digerakkan oleh umat Islam, yaitu dengan cara menanamkan ideologi 

komunisme di dalam SI. Tokoh pertama Komunis di Indonesia yang berhasil 

menciptakan pertentangan dalam kalangan SI adalah Sneevliet.10

D. M. G. Koch mengemukakan adanya tiga aliran di dalam tubuh SI, yaitu 

yang bersifat Islam fanatik, yang bersifat menentang keras, dan golongan yang 

hendak berusaha mencari kemajuan dengan berangsur-angsur dengan bantuan 

pemerintah.11 Kelompok yang beraliran kiri yang dipimpin oleh cabang Semarang 

                                                 
8 George Mc Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, terj. Nin Bakdi 

Soemanto ( Surakarta: UNS Press, 1995), hlm. 85. 
9 Usaha penyebaran agama Kristen Protestan; badan penyelenggara penyebaran agama 

Kristen Protestan: Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Popular (Jakarta: Gitamedia Press, 2006), hlm. 509. 
10  Suryanegara, Menemukan, hlm. 250-251. 
11 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, 

Jilid V (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 184. 
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berusaha keras mendapatkan kekuasaan. Di Jawa Barat suatu cabang revolusioner 

rahasia yang diberi nama Afdeeling B12 atau Sarekat Islam B mulai didirikan oleh 

Sosrokardono dari Central Sarekat Islam (CSI) dan beberapa orang aktivis lainnya 

pada tahun 1917. Sementara itu, CSI mengharapkan dapat menjalankan kegiatan 

politik yang sah di dalam Volksraad13

Pada permulaannya SI bersifat loyal dan membantu terhadap pemerintah. 

Kongresnya yang pertama yang diadakan di kota Bandung pada tahun 1916 

memperlihatkan sifat ini. Garis yang diambil pada waktu itu adalah “dengan 

pemerintah dan untuk membantu pemerintah”.14

Dalam kongres Nasional di Madiun pada 17-20 Februari 1923. Kongres 

mengambil keputusan akan mendirikan suatu “partai SI”, maka dibentuklah Partai 

Serikat Islam (PSI).15 Anggota-anggota ini disebut wargarumekso.16 Kongres itu juga 

membicarakan sikap politik partai terhadap pemerintah. Suatu hal yang menarik dari 

kongres ini adalah adanya perubahan sikap partai terhadap pemerintah. Perubahan 

sikap yang dimaksud adalah bahwa partai tidak lagi mempercayai pemerintah, oleh 

karena itu partai akan menolak bekerjasama dengan pemerintah (politik non-koperasi 

atau politik Hijrah) melalui Volksraad (dewan rakyat).17  

                                                 
12 Afdeling B merupakan suatu organisasi yang tertutup atau oragnisasi di bawah tanah yang 

secara resmi tidak mempunayi hubungan apapun  dengan SI. 
13 M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, terj. Dharmono Hardjowidjono (Yogyakarta: 

Gadjah mada University Press, 2005), hlm. 262-263.  
14 L. M. Sitorus, Sejarah Pergerakan dan Kemerdekaan Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat, 

1987), hlm. 21.  
15 http://www. Islamina. Blogspot.com/., diaksese tanggal 15 Februari 2009. 
16 Wargo ialah warga; rumekso= proteksi, perlindungan. Pemikiran wargorumekso ini telah 

dibicarakan dalam kongres kelima Sarekat Islam pada bulan maret 1921: Noer, Gerakan, hlm. 146. 
17 http://www. Islamina. Blogspot.com/., diaksese tanggal 15 Februari 2009, dan Volksraad 

dibuka pada 18 Mei 1918. pembicaraan-pembicaraan di parlemen Belanda tentang masalah Volksraad 
dimulai pada tanggal 16 Desember 1916, dan hal ini menghidupkan pembicaraan di Indonesia tentang 
masalah perwakilan itu. Volksraad mempunyai fungsi yang sangat terbatas, sedangkan anggota-
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Pada mulanya tidaklah begitu jelas dalam partai itu sendiri apakah 

politik itu disebut non-kooperasi ataupun Hijrah. Mulanya H. Agus Salim 

sendiri menganggap kedua nama itu sama, ketika ia berkata bahwa swadeshi 

akan menghasilkan “Hijrah yaitu non-kooperasi”. Ini diartikannya sebagai suatu 

sikap untuk “menjauhkan diri dari urusan pemerintahan”. Kemudian ia 

membedakan istilah ini ketika dikatakannya bahwa “faham non-kooperasi 

dalam PSI (Sarekat Islam) diganti dengan faham hijrah. Maksudnya bahwa 

sikap menolak kerjasama dengan pihak lain yaitu pihak Belanda diganti menjadi 

bekerjasama menyusun diri dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, 

dan politik.18  

Alur perjuangan yang dipakai oleh PSII dengan nama “Politik Hijrah” ini 

menurut penulis menarik untuk dibahas, karena politik yang dijalankan oleh PSII ini 

berbeda dengan partai-partai lainnya. Yaitu keberanian dari PSII untuk tidak percaya 

dengan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu (Belanda). Adapun arti penting dari 

Politik Hijrah ini salah satunya adalah memberikan pelajaran tentang percaya pada 

diri sendiri. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan pokok 

permasalahan supaya tidak menimbulkan kesimpang siuran dalam menginterpretasi 

permasalahan lebih lanjut. Batasan waktu pada penelitian ini dimulai dari tahun 1923 

dan diakhiri pada tahun 1940. Karena pada tahun 1923 SI mengubah perjuangannya 

                                                                                                                                                 
anggotanya hanya sebagian saja yang dipilih: A. K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat 
Indonesia (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1950), hlm. 96-97.  

18 Noer, Gerakan, hlm. 159-160. 
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yang dulunya koperasi pindah ke non-koperasi, PSI menyebutnya dengan nama 

“politik hijrah”, sedangkan pada tahun 1940 Politik Hijrah sudah tidak lagi dijadikan 

sebagai alur perjuangan PSII. Permasalahan yang penulis bahas adalah “politik 

hijrah” sebagai haluan perjuangan PSII dalam melawan pemerintahan kolonial 

Belanda. 

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

pertanyaan mendasar antara lain: 

1. apa latar belakang munculnya “politik hijrah” Partai Serikat Islam Indonesia? 

2. siapa tokoh pelopor politik hijrah? 

3. bagaimana usaha-usaha PSII untuk merealisaikan politik hijrah? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini menjawab 

persoalan-persoalan di atas di antaranya yaitu: 

1. untuk mengetahui latar belakang muncul, pelopor, maksud dan tujuan Politik 

Hijrah. 

2. untuk mengetahui usaha-usaha PSII dalam merealisasikan Politik Hijrah.  

Kegunaan dari penelitian ini dapat menambah wawasan baik bagi penulis 

maupun para pembaca pada umumnya tentang perkembangan sejarah perpolitikan 

Islam di Indonesia, dan memberikan informasi bagi peneliti yang akan melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang perjuangan PSII dalam mencapai kemerdekaan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang fokus 

membahas tentang “politik hijrah” PSII dalam melawan pemerintahan Kolonial 

Belanda. Tetapi ada banyak karya ilmiah yang membahas tentang SI, yang menurut 

penulis dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka, di antaranya, yaitu.   

Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil. Karya A. P. E. Korver, terbitan Grafiti 

Press, 1985 dalam buku ini Korver membahas tentang sejarah berdirinya SDI sampai 

ke Sarekat Islam. Selain itu juga pembahasan dalam buku ini lebih difokuskan pada 

peran H. O. S. Tjokroaminoto dalam organisasi SI. Menurut Korver jiwa dari 

organisasi SI adalah Tjokroaminoto sampai ia dianggap sebagai ratu adil oleh anggota 

SI. 

Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, terbitan LP3ES, 1980, karya 

Deliar Noer, membahas mengenai SI sebagai organisasi modern Islam. Dikategorikan 

SI sebagai gerakan politik. Dalam buku ini tidak hanya sekedar memberikan 

informasi mengenai perkembangan SI sejak mulai berdiri kemudian mencapai 

puncaknya di bawah kepemimpinan H. O. S Tjokroaminoto sampai mengalami 

kemunduran akibat konflik dalam SI. Dalam buku ini Noer juga membahas tentang 

politik hijrah, tapi hanya sekilas saja. Selain itu organisasi-organisasi Islam lainya 

juga ada dalam bahasan di buku ini, seperti Muhammadiyah dan NU. 

Skripsi Aryonaldo, “Pergulatan Ideologi Dalam Sarekat Islam (1916-1922 

M)”, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2005. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pergulatan 
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ideologi dalam SI yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tubuh SI, selain itu 

juga dibahas tentang sejarah berdirinya SI, tokoh, dan pemikiran dalam SI. 

Skripsi Sri Hariyati yang berjudul, “Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam 

Putih 1921-1942 M (Studi Komperatif)”, Jurusan SKI Fakultas Adab UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2007. Bahasan dalam penelitian ini menjelaskan tentang 

perpecahan yang terjadi dalam tubuh SI, yang disebabkan oleh beberapa faktor di 

antaranya, yaitu penetrasi dari kelompok Komunis dan kelemahan internal Sarekat 

Islam. Selain itu juga dibahas perkembangan Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam 

Putih dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. 

Karya ilmiah lainnya yaitu skripsinya Hanifah, “Perjuangan Sarekat Islam 

Dalam Melawan Kolonialisme Belanda di Sumenep Madura 1913-1920 M”, SKI 

Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. Dalam skripsi ini Hanifah 

membahas tentang kelahiran SI di Sumenep Madura dan perkembangan SI dalam 

bidang Ekonomi, Politik, Sosial, dan Pendidikan.     

Dalam penelitian ini yang penulis utarakan, berbeda dengan bahasan yang ada 

pada karya ilmiah di atas, dalam bahasan, lebih penulis fokuskan pada perjuangan 

PSII dengan menggunakan politik hijrah. Tulisan ini juga sebagai pelengkap tentang 

sejarah SI yang telah dijelaskan pada karya-karya ilmiah di atas.  

 

E. Landasan Teori 

Suatau kajian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pada umumnya 

didasarkan atas satu atau beberapa teori. Landasan teori sebagai kerangka berfikir 

adalah jalan pikiran menurut kerangka yang logis untuk menangkap, menerangkan 
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dan menunjukkan masalah-masalah yang diidentifikasi. Kerangka teori yang relevan 

berfungsi sebagai penuntun dalam menjawab, memecahkan atau menerangkan 

masalah-masalah yang telah diidentifikasi itu, atau dalam target yang lebih dekat 

berguna untuk merumuskan hipotesis.19

a. Politik 

Politik didefinisikan bermacam-macam, sesuai dengan sudut pandang 

pemeberi definisi. Tetapi, pada umumnya definisi politik menyangkut semua kegiatan 

yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Perhatian ilmu politik ialah pada 

gejala-gejala masyarakat, seperti pengaruh, kekuasaan, kepentingan, partai politik, 

keputusan, kebijakan, dan lain sebagainya.20   

Robert H. Soltau, mendefinisikan politik sebagai berikut: 

Political science then, is going to be the study of the state, its aim and 
purpose; the institution by which those are going to be realized, its relation, 
whith its individual members and whith other state, and also what men have 
thought, said, and written about all these question.21

 
Ilmu politik merupakan kajian umum tentang negara, maksud dan 

tujuannya; institusi-institusi oleh mana orang-orang akan direalisasikan atau 
diwujudkan, hubungannnya dengan anggota-anggota pribadi dan dengan 
negara lain, serta dengan apa yang orang-orang telah difikirkan, dikatakan, 
dan ditulis tentang semua pertanyaan-pertanyaan ini. 

 

Soltau memaparkan bahwa ilmu politik merupakan studi umum tentang 

negara, yang berkaitan dengan tujuan dan maksud-maksudnya. Lebih jauh lagi adalah 

berkaitan dengan kajian tentang lembaga-lembaga yang akan merealisasikan tujuan 

dan maksud tersebut. Ilmu politik juga merupakan kajian yang erat hubungannya 

                                                 
19 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Islam Semesta, 

2003), hlm. 27. 
20 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 173 
21 Deden Fathurrahman dan Wawan Sabri,  Pengantar Ilmu Politik (Malang: UMM Press, 

2002), hlm. 10.  
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antara anggota-anggota individual negara tersebut dengan negara-negara lain. 

Selanjutnya ilmu politik mengkaji tentang pemikiran-pemikiran dari manusia 

mengenai politik yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan.22

Dalam proses pembentukan suatu negara tidak dapat lepas dari hal-hal 

berikut: pertama, adanya kesamaan identitas yang biasanya dirumuskan sebagai 

sistem nilai yang dianut masyarakat. Kedua, adanya konsep negara yang berfungsi 

sebagai pengelompok masyarakat atas dasar adanya satu struktur kekuasaan yang 

memerintah. Ketiga, wilayah yang jelas batas-batasnya yang tidak hanya sebagai 

tempat bermukim dan menjadi batas berlakunya kewenangan pemerintah tetapi juga 

sebagai sumber kehidupan duniawi. Keempat, adanya pemerintah yang berkeabsahan 

(legitimate) dan mampu menggerakkan, serta mengarahkan seluruh potensi 

masyarakat.23  

Teori politik adalah bahasan dan generalisasai dari fenomena yang bersifat 

politik. Dengan perkataan lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) 

tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-

kemungkinan, dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang 

tertentu, d) kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik 

itu.24

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-

macam kegiatan dalam suatu sistim politik (atau negara) yang menyangkut proses 

menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. 

                                                 
22 Ibid. 
23 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 

1992), hlm. 52-53. 
24 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 

hlm. 30. 
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Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari 

sistim politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala 

prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan 

itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang 

menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari 

sumber-sumber dan resources yang ada. 

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan 

(power) dan kewenangan (authority), yang akan dipakai baik untuk membina kerja 

sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. 

Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu 

bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan hanya merupakan 

perumusan keinginan (statement of intent) belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-

tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang 

(private goals). Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok temasuk 

partai politik. 

Darai uraian di atas maka teranglah bahwa konsep-konsep pokok dalam 

politik itu adalah sebagai berikut. 

1. Negara 

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai 

kekuasaan  tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. 

Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics: “ilmu politik mempelajari 

negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-

11 
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tujuan itu; hubungan antara negara dan dengan warga negaranya, serta dengan 

negara-negara lain”.25

2. Kekuasaan 

 Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk 

mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa 

sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang 

yang mempunyai kekuasaan itu.26

Deliar Noer dalam Pengantar Kepemikiran Politik:  
Ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam 
kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas 
pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang 
tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang 
hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah ada. 
Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan 
erat dengan negara. 

 

3. Pengambilan Keputusan 

 Keputusan (dicision) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, 

sedangkan istilah penagmbilan keputusan (dicisionmaking) menunjuk pada proses 

yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep 

pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan 

mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan 

masyarakat, dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebiijaksanaan untuk mencapai 

tujuan itu.27

4. Kibijaksanan Umum (public, policy, and beleid) 

                                                 
25 Ibid., hlm. 8. 
26Ibid., hlm. 35. 
27 Ibid., hlm. 10-11. 
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Kebijaksanaan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh 

seseorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan 

cara-cara untuk menacapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya fihak yang membuat 

kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. 

Dalam kebijakan umum ini setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan 

bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu 

perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijaksanaan-

kebijaksanaan (policies) oleh pihak yang berwenang. 

5. Pembagian (Distribution) 

  Yang dimaksud dengan pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) 

ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Dalam 

ilmu sosial  suatu nilai (value) adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, susuatu 

yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga. Karena itu dianggap baik dan 

benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai ini dapat bersifat abstrak 

seperti penilian (judgement) atau suatu azas seperti misalnya kejujuran, kebebasan 

berpendapat, kebebasan mimbar, dan sebagainya. Dia juga bersifat konkrit (material) 

seperti rumah, kekayaan, dan sebagainya. 28

b. Hijrah 

Dalam berbagai ensiklopedi, arti hijrah secara harfiyah adalah berpindah, 

meninggalkan, berpaling dan tidak mempedulikan lagi. Selain arti harfiah ini, maka 

secara faktual historis ia adalah perjuangan Nabi Muhammad bersama kaum Muslim 

lainnya meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. 

                                                 
28 Ibid., hlm. 12-13. 
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 Dalam sejarah kebangkitan Islam, maka hijrah mengandung arti perjuangan. 

Bukan hanya meninggalkan tempat lama secara negatif, tapi juga membangun 

masyarakat baru secara positif. Sekalipun hijrah mengandung arti meninggalkan dan 

menjauhi, tetapi arti-hakikinya adalah perjuangan konstruktif, membangun 

masyarakat penuh dengan keimanan, keikhsanan, keilmuan, dan keamalan.29

 

F. Metode Penelitian 

 Setiap kegiatan untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode. 

Karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil 

yang memuaskan, di samping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian 

berjalan dan mencapai hasil yang maksimal.30 Penelitian sendiri dapat diartikan 

sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh 

fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, tekun, hati-hati, dan sistematis untuk 

mewujudkan kebenaran.31

 Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur, yaitu penelitian yang 

menggunakan sumber-sumber tertulis. Oleh karena penelitian ini tentang masa 

lampau maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, 

yaitu suatu metode yang ditempuh melalui proses menguji dan menganalisis secara 

kritis terhadap rekaman-rekaman sejarah peristiwa masa lampau, yang kemudian 

direkonstruksi secara imajinatif melalui proses historiografi.32 Untuk melaksanakan 

                                                 
29 http://www.hupelita.com/baca phd?id=23605., diakses tanggal 15 Februari 2009. 
30 Anton Bekker, Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10. 
31 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bina Aksara, 1995), hlm. 

24. 
32 Louis Gootschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1975), 

hlm. 35. 
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metode tersebut, diperlukan langkah-langkah atau tahapan dalam proses penelitian 

ini. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Heuristik atau Pengumpulan Data 

Tahapan ini mencari dan mengumpul data dari dua sumber, yaitu buku dan 

situs internet. Pengumpulan data buku dilakukan dengan penelusuran melalui 

perpustakaan di UIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Adab. Hal ini sesuai dengan sifat 

penelitian ini, yaitu penelitian literatur. Dalam hal ini, peneliti mencari beberapa 

tulisan yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan tema penelitian. 

2. Verifikasi (Kritik Sumber) 

Tahapan ini dilalukan proses pengujian kebenaran data dalam berbagai 

kategori yang telah terkumpul untuk memperoleh keabsahan sumber. Di dalam proses 

ini dilakukan melalui kritik intern dan ekstern. Kritik intern dilakukan untuk meneliti 

keaslian data, kritik intern dilakukan dengan cara menghubungkan berbagai faktor, 

seperti bahasa yang digunakan saat tulisan dibuat, integritas pribadi penulis. Melalui 

kritik ini diharapkan penulis dapat menggunakan sumber yang dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya, sedangkan kritik ekstern dilakukan dengan cara 

memperlihatkan aspek fisik sumber tertulis, yaitu dilihat dari kertas, tinta, gaya 

tulisan, dan bahasanya.33  

3. Interpretasi atau Penafsiran 

Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut analisis sejarah, secara 

terminologis analisis berarti menguraikan, berbeda dengan sintesis yang berarti 

                                                 
33 Abdurrahman, Pengantar, hlm. 58-59. 
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menyatukan. Namun keduanya dipandang sebagai metode-metode utama dalam 

interpretasi.34

Setelah data-data tersebut terkumpul, tahap selanjutnya adalah penafsiran dan 

analisis data yang akurat terhadap bahan yang telah teruji, sehingga dapat 

memaparkan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam tahap ini peneliti 

menggunakan teori dan pendekatan yang telah dipaparkan pada landasan teori. 

4. Historiografi 

Historiografi merupakan tahapan akhir dari beberapa tahapan yang telah 

dikemukakan di atas dalam metode historis. Historiografi adalah tahapan penyajian 

hasil sintesis dari data yang diperoleh ke dalam bentuk tulisan dengan 

menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain sehingga menjadi 

sebuah rangkaian sejarah,35 yang telah penulis kronologiskan dalam sistematika 

pembahasan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. 

Pembagian ini bertujuan agar pembahasannya lebih sistematis dan mudah dipahami. 

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut. 

Bab I, pendahuluan yang dijadikan acuan langkah dalam penelitian skripsi ini. 

Pendahuluan ini meliputi: latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. Melalui bab ini dimaksudkan untuk memberikan 

                                                 
34 Ibid., hlm. 64. 
35 Ibid., hlm. 64. 
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gambaran umum tentang seluruh rangkaian penulisan skripsi sebagai dasar pijakan 

bagi pembahasan berikutnya. 

 Bab II, membahas tentang latar belakang munculnya politik hijrah, yang 

terdiri dari sejarah berdirinya PSII, politik Islam Hindia Belanda, munculnya ideologi 

baru dalam SI, dan penangkapan Pemimpin SI. Dalam bab ini menjelaskan tentang 

sebab-sebab PSII menggunakan politik hijrah sebagai alur perjuangannya dalam 

melawan Pemerintahan Belanda. 

Bab III, bagian ini menguraikan tentang tokoh pelopor serta maksud dan 

tujuan politik hijrah, yang terdiri dari latar belakang kehidupan, pemikiran tentang 

politik, dan keterlibatan H. Agus Salim dalam gerakan nasionalisme, serta maksud 

dan tujuan politik hijrah. 

Bab IV, membahas tentang usaha-usaha PSII untuk merealisasikan Politik 

Hijrah dalam melawan pemerintah Kolonial Belanda, yang terdiri dari bidang politik, 

ekonomi, agama, dan pendidikan, serta perpecahan PSII. Dalam bab ini penulis 

mengungkapkan tentang pelaksanaan politik hijrah.  

Bab V, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan dalam 

skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini diambil benang merah 

dari uraian bab-bab sebelumnya menjadi suatu rumusan yang bermakna. Saran berisi 

berbagai hal yang penting untuk mendorong agar hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan di masa yang akan mendatang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

Latar belakang yang menyebabkan PSII menggunakan Politik Hijrah sebagai alur 

perjuangannya dalam melawan Pemerintahan Kolonial Belanda, di antaranya yaitu: politik 

Islam Hindia Belanda, munculnya ideologi baru dalam SI, dan penangkapan pemimpin SI, 

yaitu H. O. S. Tjokroaminoto. 

Tokoh pencetus politik hijrah yaitu H. Agus Salim. Salim lahir di Kota Gadang, 

Kecamatan Agam, Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884. Maksud dari 

politik hijrah yang dijalankan SI adalah perpindahan alur perjuangan yang digunakan oleh SI, 

yaitu yang pada awalnya SI menggunakan cara Kooperatif (bekerjasama dengan 

Pemerintahan Kolonial Belanda) kemudian berubah menjadi Non-Kooperatif. Tujuan dari 

politik hijrah itu sendiri adalah ingin mendirikan sebuah negara yang bedasarkan syariat 

Islam. 

Usaha politik hijrah dalam bidang politik PSII mengajukan tuntutan yaitu, meminta 

hak berpolitik bagi rakyat Indonesia. Selain itu pelaksanaan politik hijrah PSII juga tampak 

dengan menggabungkan diri dalam PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik 

Kebangsaan Indonesia). Dalam bidang ekonomi PSII berusaha untuk memajukan 

kesentosaan kaum tani dengan menyerahkan tanah-tanah hutan yang bukan merupakan 

persediaan kehutanan kepada rakyat, mendirikan perkumpulan-perkumpulan kaum tani 

supaya dapat mengadakan perusahaan-perusahaan bersama. Dalam rangka ini PSII menyusun 

program krisis dan agrarinya. Di bidang keagamaan PSII, mengeluarkan beberapa mosi dan 
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peraturan yang bersangkutan dengan hal keagamaan. Dalam bidang pendidikan PSII 

mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat Bumiputera. Selain itu juga politik hijrah ini 

memunculkan suatu brosur hijrah yang dijadikan sebagai pedoman untuk melangkah dan 

bergerak bagi PSII. 

Politik hijrah sebagai alur perjuangan PSII dalam melawan Pemerintahan Kolonial 

Belanda menjadi salah satu penyebab perpecahan dalam tubuh PSII. Dengan adanya Pollitik 

hijrah ini PSII pecah menjadi beberapa partai diantaranya yaitu, Partai Islam Indonesia (PII) 

yang dipimpin oleh Wiwoho dan Sukiman, PSII penyadar, pimpinan H. Agus Salim, Komite 

Pembela Kebenaran PSII yang dipimpin oleh S. M. Kartosuwiryo dan yang terakhir PSII 

induk yang dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso.  

 

B. Saran 

Penulis dengan segala keterbatasan yang ada, akhirnya dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Skripsi ini bertema “Politik Hijrah” Perjuangan Partai Sarekat Islam Indonesia dalam 

melawan Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1923-1940 M. Penulis sadar bahwa 

penjelasan yang penulis paparkan masih jauh dari kesempurnaan. Bagi peneliti selanjutnya, 

diharapkan untuk lebih menggali kembali dan mengungkapkan aspek lain yang belum tuntas 

tentang politik hijrah sebagai alur perjuangan PSII dalam melawan Pemerintahan Kolonial 

Belanda. 
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